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ABSTRAK

Ketentuan dalam melakukan take over pembiayaan dari Lembaga Keuangan
Konvensional oleh Lembaga Keuangan Syari’ah telah diatur dalam Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Fatwa
tersebut berisi empat alternatif cara yang dapat digunakan oleh Lembaga Keuangan
Syari’ah untuk mengalihkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Konvensional.
Pada mekanisme fake over (pengalihan utang) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad sekaligus yaitu: gard,
murabahah oleh nasabah kepada bank, dan murabahah kedua antara bank dengan
nasabah. Dari kaca mata hukum, akad-akad tersebut merupakan akad-akad biasa
yang sering diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi keseluruhan
ketentuan take over tersebut, akan terindikasi adanya utang-piutang (gard) yang
pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual-beli (murabahah). Praktik seperti ini
terindikasi sebagai salah satu bentuk bai’ al-‘inah yang menurut sebagian ulama
merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan,
take over pembiayaan ini memilki tujuan mulia yaitu mengalihkan pembiayaan yang
sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang berbasis akad-akad syari’ah.
Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, altrernatif lain juga
terindikasi merupakan bentuk dari bai’ al-‘inah yang menjadi kontroversi di
kalangan ulama.

Dari latar belakang di atas, timbul ketertarikan penyusun untuk melakukan
penelitian mengenai Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan
Utang, apakah di dalamnya menggunakan akad bai’ al-‘inah, metode apa yang
digunakan oleh DSN dalam menetapkan fatwa, serta bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap akad bai’ al- ‘inah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah /ibrary research, yaitu dengan mengkaji data-data
kepustakaan yang berkaitan dengan bai’ al- ‘inah dalam hukum Islam serta data-data
yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan
Utang. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif
filosofis, yaitu mengkaji objek kajian berupa bai’ al-‘inah dan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang,
dengan mengacu pada teori magqgasid asy-syari’ah.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat akad bai’ al-‘inah dalam
mekanisme alternatif yang terdapat dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, yaitu pada Alternatif I, II, dan
IV. Dalam menentukan fatwa, metode yang digunkan oleh Dewan Syari’ah Nasional
dalam mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode tarjihi yaitu
dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu. Terjadi
perbedaan pendapat berkaitan dengan hukum bai’ al- ‘inah, di mana mazhab Maliki,



Hanbali dan Imam Abu Hanifah tidak membolehkan bai’ al-‘inah, sedangkan
mazhab Syafi’i, Zahiri dan beberapa ulama Hanafiyah menganggapnya makruh.
Penggunaan akad bai’ a’inah pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang
Pengalihan Utang tersebut merupakan Ai/ah yang dilakukan untuk tujuan yang halal
dengan cara yang makruh. Keharaman bai’ al-‘inah dengan sadd az-zari’ah oleh
sebagian ulama tidak berlaku jika melihat kemaslahatan yang lebih besar yang
terdapat pada Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang
yaitu menghentikan praktik utang berbunga yang cenderung kepada riba.

Kata kunci: hilah, bai’ al-‘inah, Pengalihan Utang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

tidak dilambangkan
be
te
es (dengan titik di atas)
je
ha (dengan titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (dengan titik di atas)
er
zet
es

es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas

ge
ef
qi
ka
el




_em

_en
w
ha
apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis B
ditulis
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

ditulis

!
E

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

ditulis

:
E
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D. Vokal pendek

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

F. Vokal rangkap

ditulis
ditulis
ditulis

ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis
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H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

ditulis
ditulis

y
E

I.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan aktifitas ekonomi yang sangat cepat ditimbulkan oleh
perkembangan manusia. Perkembangan peradaban manusia ini diringi dengan
berkembangnya kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang
hampir tidak munkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan
hubungan dengan orang lain. oleh karea itu diperlukan pertukaran barang dan jasa
yang bernilai antar orang agar masing-masing kebutuhan dapat terpenuhi.’

Dalam perekonomian modern, kehadiran institusi perbankan mempunyai
peranan penting dan hampir tidak dapat dilepaskan dari jantung kehidupan
masyarakat modern itu sendiri, termasuk umat Islam di Indonesia. Dengan sarana
yang diciptakannya dan kemudahan-kemudahan yang diberikannya, bank telah
berhasil menjadi perantara di dunia keuangan (financial intermediary), memudahkan
pertukaran, membantu pembentukan modal dan kemungkinan berproduksi dalam
skala besar.

Hingga saat ini lembaga keuangan dan perbankan yang banyak menguasai

kehidupan perekonomian masyarakat modern adalah menggunakan instrumen bunga

' Subagyo, dkk. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: Bagian Penerbitan
STIE YKPN, 2005), hal. 37

> M. Nejatullah Shiddiq. Bank Islam. Alih Bahasa: Asep Hikmah (Bandung: Pustaka
Rosdakarya, 1994), hal. 38



sebagai penggerak utama kegiatan perekonomian. Uang menjadi komoditas dan
diperdagangkan seperti barang dan jasa lainnya. Pertumbuhan uang di dunia sebesar
95% dalam bentuk transaksi kegiatan ekonomi yang bersifat spekulatif ini tidak
diimbangi dengan volume kegiatan ekonomi riil yang hanya sebesar 5% dari
transaksi kegiatan ekonomi tersebut.’ Kondisi ekonomi yang demikian ini berpotensi
mengakibatkan kerusakan pada bangunan ekonomi suatu negara yang bergantung
pada sistem ribawi tersebut.

Sehubungan dengan upaya dilakukannya kegiatan ekonomi yang tidak
didasarkan pada instrumen bunga yang bersifat spekulatif, maka keberadaan
perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada syari’at Islam dianggap
sebagai solusi terhadap permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang
bersifat riba. Perbankan yang berbasis syari’at Islam dapat menunjukkan karakter
kegiatan ekonomi yang bersifat riil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,
yaitu tidak berdasarkan bunga.*

Kepentingan masyarakat yang menuntut dilakukannya kegiatan usaha yang
mengandung prinsip kebersamaan, keadilan, bersifat terbuka dan tidak berdasarkan
bunga, mendorong kehadiran perbankan yang kegiatan operasionalnya berbasis nilai

dan penormaan Islam. Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat

? Keadaan ini biasa disebut sebagai buble economics (ekonomi yang menggelembung) yang
sewaktu-waktu dapat pecah. Lihat John Gray dalam Adiwarman Karim, “Rancang Bangun Ekonomi
Islam,” Jurnal Dirosah Islamiyah 1 (2), 2003, hal. 15-16.

* Adiwarman Karim. Bank Islam: Analisis Figih Dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), hal. xvii.



meningkatkan etos kerja masyarakat, membangun semangat kewirausahaan dan
kerja sama dalam kegiatan usaha.’

Pada perkembangannya, hingga tahun 2011, market share perbankan
syari’ah mencapai 3,8%. Pada tahun 2010 hingga 2011, penyaluran dana mayarakat
pada perbankan syari’ah mengalami peningkatan sebesar 46,43% hingga 49%.° Saat
ini jumlah Bank Umum Syari’ah mencapai 11 bank, jumlah Unit Usaha Syari’ah 23,
dengan jumlah kantor 2526 kantor dengan jumlah account nasabah (Dana Pihak
Ketiga) sebanyak 12,3 juta. Saat ini total aset yang dikelola perbankan syari’ah di
Indonesia mencapai Rp. 229,5 triliun per oktober 2013. Pada akhir tahun 2014, hal
ini diproyeksi mengalami peningkatan (skenario pesimis) total aset menjadi Rp.
225,2 triliun, total Dana Pihak Ketiga Rp. 209,6 triliun, market share perbankan
syari’ah meningkat 5,25%-6,25%.’

Semakin berkembangnya perbankan berbasis Islam tidak terlepas dari
kritikan. Banyak orang berpendapat bahwa bank-bank Islam dalam
menyelenggarakan  transaksi-transaksi ~ perbankan  Islam  justru  dalam
melaksanakannya bertentangan dengan konsepnya. Penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan perbankan Islam tersebut telah menimbulkan masalah moralitas di mana

> Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), hal. 3.

® Amir Machmud, Rukmana. Bank Syari’ah: Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di
Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 20.

7 Mulya E. Siregar, “Outlook Perbankan Syari’ah 2014,” Seminar Akhir Tahun Perbankan
Syari’ah 2013, Jakarta, Bank Indonesia, 16 Desember 2013.



penyelengaraan kegiatan wusaha-usaha tersebut diragukan telah benar-benar
menerapkan prinsip menghindari praktik pemungutan bunga dan bermaksud agar
para pihak memikul resiko bersama. Dari beberapa pengamatan dan penelitian
beberapa ilmuan Islam, banyak yang beranggapan bahwa pada pelaksanaanya tidak
berbeda dengan praktik pembebanan bunga sebagaimana bank konvensional namun
dengan istilah dan teknis pelaksanaan yang berbeda.®

Umar Vadillo, seorang cendikiawan muslim dari Eropa mengatakan dengan
lantang bahwa bank syari’ah adalah lembaga ribawi yang bertentangan dengan
Islam. Beliau mengatakan: “bank tetap haram. Dan bagaimanapun juga bank
syari’ah tetap haram.” Menurut beliau, sejak kelahirannya, bank syari’ah telah
dibina dan dipromosikan para pelaku r7ba untuk menjaring dana umat muslim
seluruh dunia ke dalam sistem moneter dan keuangan internasional. Secara tidak
sadar mereka telah dikendalikan dan masuk ke dalam lingkaran sistem kapitalisme
global.’

Kritik lain disampaikan oleh Abdullah Saeed dalam bukunya /Is/amic
Banking and Interest, yang menganggap bahwa produk-produk yang digunakan

dalam perbankan Islam tidak lebih dari sekedar praktik Aiyal (akal-akalan/policy)

¥ Sutan Remy Syahdeni. Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 117.

® Umar Validillo. Bank Islam Tetap Haram; Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme Dan
Perbankan Syari’ah. Alih bahasa: Sigit Kurniadi dan Tri Joko S. dari “The End Of Ekonomics: An
Islamic Critique Of Ekconomics”(Jakarta: Pustaka Zaman, 2005), hal. 113.



dalam menghindari riba.'® Berbagai transaksi keuangan yang dipraktikkan dalam
ekonomi Islam hanya memperhatikan aspek legalnya saja dan mengesampingkan
aspek moralnya. Beliau mengkritik produk murabahah yang merupakan produk
utama perbankan syari’ah'' tidak jauh berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan
oleh perbankan konvensional.'?

Saeed berpendapat bahwa transaksi murabahah yang dipraktikkan oleh
bank-bank Islam tidak jauh berbeda dengan dengan pelaksanaan pembiayaan
konsumen (customer financing) dan kredit dengan sistem bunga tetap yang
diterapkan oleh bank-bank konvensional, namun dengan nama yang berbeda. Beliau

menjelaskan jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, tidak terlihat perbedaan

' Hilah (jamak hiyal) dapat digambarkan sebagai pemakainan cara-cara hukum untuk tujuan
dalam ekstra, tujuan-tujuan yang dapat dicapai secara langsung dengan cara-cara yang diatur oleh
syari’ah, baik apakah tujuan itu sendiri sah atau tidak sah. Alat hukum tersebut memungkinkan
seseorang karena terpaksa oleh suatu keadaan harus berbuat bertentangan dengan fungsi hukum
Tuhan yang ada. Joseph Schacht. Pengantar Hukum Islam. Alih bahasa: Joko Supomo (Bandung:
Nuansa, 2010), him. 103-104.

" Produk murabahah merupakan salah satu produk terfaforit pada perbankan syari’ah.
Skema pembiayaan ini mendominasi penyaluran dana masyarakat yaitu sebesar 42,42% dari total
penyaluran dana pada periode Oktober 2010 sampai Oktober 2011. Dalam Mulya E. Siregar,
“Outlook perbankan syari’ah 2014,” Seminar Akhir Tahun Perbankan Syari’ah 2013, Jakarta, Bank
Indonesia, 16 Desember 2013.

'2 Beberapa alasan yang beliau utarakan antara lain: (a) Perbedaan harga jual barang
murabahah antara pembayaran secara tunai dan pembayaran tunda, di mana pada pembayaran tunda
harga barang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tunai, (b) Adanya nilai waktu uang pada
murabahah, (c) Tidak adanya batas keuntungan maksimal dalam murabahah yang mengakibatkan
bank-bank Islam bebas menentukan mark-up untuk suatu kontrak murabahah, (d) Kontrak jual-beli
antara bank Islam dengan nasabah dalam murabahah hanya bersifat formalitas, di mana perbankan di
sini hanya lebih kepada pembiaya dan bukan penjual. Hal ini terlihat pada posisi bank Islam yang
tidak memegang barang dan tidak pula menanggung resiko-resiko atas barang tersebut. kerja bank
hampir semuanya berkaitan dengan dokumen-dokumen terkait, sedangkan kondisi barang sepenuhnya
menjadi tanggungjawab pembeli. Abdullah Saeed. Abdullah Saeed. Menyoal Bank Syari’ah, Kritik
Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. Alih Bahasa: Arif Maftuhin (Jakarta:
PARAMADINA, 2006), hlm. 91.



mendasar antara mark-up dengan bunga. Perbedaan keduanya hanya tentang hukum,
mark-up berdasarkan pada kontrak jual-beli, sedangkan bunga berdasarkan kontrak
utang-piutang. Pembiayaan murabahah tersebut tidak memiliki manfaat ekonomis
yang lebih jika dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.

Nawazish Ali Zaidi menyebutkan bahwa biaya kredit dalam bank
berdasarkan mark-up harga adalah sama halnya dengan pembiayaan berdasarkan
bunga ringan. Perbedaanya hanya dalam hal harga di mana dalam pembiayaan
murabahah, harga yang disepakati akan tetap sama walaupun mengalami percepatan
atau penangguhan pembayaran.”” Hal senada juga diungkapkan Ziauddin Ahmad
bahwa penggantian bunga dengan murabahah tidak mencerminkan perubahan
substansif. Hal ini terlihat jika ditinjau kembali filosofi di balik pengharaman bunga.
Akan terlihat bahwa sistem mark-up dan semua cara yang megandung keuntungan
yang ditetapkan di muka atas modal, tidak menggantikan sistem bunga.'*

Kritik-kritik tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap konsep
perbankan syari’ah yang hanya memaknai hukum Islam dari sisi luarnya saja namun
mengesampingkan makna di balik hukum Islam tersebut. Sering kali perbankan
syari’ah hanya mempraktikkan apa yang ada dalam ketentuan hukum tanpa
memperhatikan aspek moral penetapan hukum tersebut sehingga oleh berbagai pihak

manfaat dari ketetapan hukum tersebut tidak dirasakan.

" Nawazish Ali Zaidi, “Islamic Banking in Pakistan”, Journal Of Islamic Banking And
Finance, Summer: 21-30, 1988, hlm. 29.

4 Ziauddin ahmad, “The Present Of Islamic Finance Movement”, Journal Of Islamic
Banking And Finance, Autumn: 7-48, 1985, hal. 23-24.



Tantangan yang dihadapi perbankan syari’ah tersebut bukan hanya menjadi
pekerjaan rumah bagi para pelaku perbankan syari’ah saja, namun juga menjadi
tangunggjawab majelis ulama yang menentukan bahwa suatu produk keuangan telah
sesuai dengan prinsip syari’ah. Majelis Ulama Indonesia yang merupakan keran
regulasi yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan patokan dalam menjalankan
perbankan syari’ah di Indonesia,"” selain dituntut memperhatikan aspek hukum, juga
dituntut memperhatikan aspek moral dalam mengeluarkan fatwa tentang produk
keuangan syari’ah, sehingga suatu produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat
luas namun tetap sesuai dengan ketentuan hukum syari’ah.

Ketentuan dalam melakukan fake over pembiayaan dari Lembaga Keuangan
Konvensional (LKK) oleh Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) telah diatur dalam
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan
Utang.'® Fatwa tersebut berisi tentang empat alternatif cara yang dapat digunakan
oleh LKS wuntuk mengalihkan pembiayaan dari LKK. Mekanisme pengalihan
pembiayaan yang pertama adalah sebagai berikut:'’

1. LKS memberikan gardh kepada nasabah. Dengan gardh tersebut
nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang

> Majelis Ulama Indonesia dengan lembaganya yaitu Dewan Syari’ah Nasional bertugas
mengeluarkan fatwa yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi bank syari’ah dan
nasabah karena telah ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Peraturan Bank Indonesia terkait.

' Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002
Tentang Pengalihan Utang berbunyi: Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syari’ah.

"7 Alternatif 1 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang
Pengalihan Utang.



dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh

(A1 L),

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan
hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan
Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang
sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, di mana pada mekanisme fake over
(pengalihan utang) yang ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor: 31/DSN-
MUI/VI/2002 telah terjadi tiga macam akad, yaitu: gard, penjualan aset oleh nasabah
kepada LKS, dan penjualan asset kembali oleh LKS kepada nasabah dengan akad
murabahah. Dari kaca mata hukum, akad-akad tersebut merupakan akad-akad biasa
yang sering diterapkan dalam perbankan. Jika kita meninjau dari sisi keseluruhan
ketentuan take over tersebut, akan terindikasi adanya utang-piutang (gard) yang
pembayarannya diselesaikan dengan jalan jual-beli (murabahah). Praktik seperti ini
terindikasi sebagai salah satu bentuk bai’ al-‘inah yang menurut sebagian ulama
merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Namun di sisi lain secara keseluruhan,
mekanisme alternatif pengalihan pembiayaan ini memilki tujuan mulia yaitu
mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya berbasis riba, menjadi pembiayaan yang
berbasis akad-akad syari’ah.

Selain alternatif pertama yang telah disebutkan di atas, alternatif lain juga

terindikasi merupakan bentuk dari bai’ al-‘inah. Alternatif kedua yang menggunakan

skim murabahah terdapat jual beli kembali yang merupakan bentuk bai’ al-‘inah.



Alternatif ketiga yang menggunakan skim 7jarah, tidak menggunakan akad bai” al-
‘Inah namun terindikasi merupakan bentuk Ai/ah ribawiyah. Alternatif keempat yang
menggunakan skim gard dan Jjjarah al-muntahiyah bi at-tamlik juga terindikasi
sebagai bentuk bai’ al- inah.

Hal ini yang menjadikan ketertarikan penyusun melakukan penelitian
tentang mekanisme take over pembiayaan pada fatwa DSN Nomor: 31/DSN-
MUI/VI/2002 yang terindikasi sebagai akad bai’ al-‘inah yang menurut sebagian
ulama termasuk ke dalam sistem jual beli yang dilarang, namun di sisi lain

mempunyai tujuan yang mulia.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai
berikut:
1. Sejauhmana akad bai’ al’inah digunakan dalam zake over pembiayaan pada
fatwa DSN Nomor: 31/DSN-MUI/V1/2002?
2. Bagaimana metode yang digunakan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam
menentukan fatwa tersebut?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme take over

pembiayaan tersebut?
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C. Tujuan Dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akad bai’ al-‘inah pada mekanisme take over
pembiayaan yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

2. Untuk mengkaji ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang dari
sudut pandang hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai
sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam khususnya dalam bidang
hukum bisnis syari’ah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan pertimbangan dan wacana
kepada praktisi perbankan dan legislasi peraturan perundang-undangan
dalam membuat perikatan kerjasama dan menyusun peraturan perundang-

undangan di bidang bisnis berbasis syari’ah.

D. Telaah Pustaka
Karya tulis yang membahas tentang fatwa Dewan Syari’ah Nasional
diantaranya adalah tesis Fikriya Maliha yang berjudul “Mudarabah Dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari’ah Nasional No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
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Mudarabah (Qiradh).” Tesis ini membahas tentang perbedaan pengertian akad
mudarabah dalam fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudarabah (giradh)
dengan pengertian mudarabah yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi
syari’ah (KHES) pasal 200 dan 201. Pengertian yang berbeda tersebut menimbulkan
pemaknaan yang tidak utuh dan menimbulkan multitafsir.'®

Selanjutnya tesis Umi Rohmah, “Fatwa of DSN (MUI) and Its Role In
Developing Islamic Bussines Law In Indonesia.” Tesis ini berkesimpulan bahwa
DSN selama ini sudah membantu mengembangkan peraturan-peraturan terkait
dengan bisnis syari’ah sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan
peraturan peruandang-undangan agar lebih terjamin keamanannya.."’

Selanjutnya tesis Alwan Sobari, “Study Metode Ijtihad Dalam Fatwa-
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah
Tahun 2000-2005.” Tesis ini berkesimpulan bahwa dari 19 fatwa yang diteliti,
terdapat 18 fatwa DSN yang dalam penetapannya menggunakan metode ijtihad

bayani, sedangkan 1 fatwa lainnya menggunakan dua metode 7j¢ihad sekaligus yakni

metode jtihad bayani dan metode fjtihad giyasi’

'® Fikriya Maliha, “Mudarabah dalam kompilasi hukum ekonomi syari’ah nasional No.
7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (giradh),” thesis Proghram pasca sarjana uin
Sunaqn kalijaga Yogyakarta, 2012.

' Umi Rohmah, “ fatwa DSN (MUI) and its role in developing Islamic bussines law in
indonesia,” thesis pasca sarjana UIN sunan kalijaga Jogjakarta, 2009.

* Alwan Sobari, “Study Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
(DSN) Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah Tahun 2000-2005,” thesis pasca sarjana UIN
sunan kalijaga jogjakarta, 2010.
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Untuk pembahasan tentang bai’ al-‘inah sendiri, terdapat tulisan Dr. Azizi
Abu Bakar, Kolej Perniagaan Universiti Utara Malaysia, yang berjudul “Pelaksanaan
Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) Di Malaysia.” Makalah ini
berisi tentang struktur, mekanisme dan penggunaan instrumen perbankan syari’ah
dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank umum khususnya yang diaplikasi
berdasarkan konsep bai’ al-‘inah. Kontrak bai’ al-‘inah diterapkan karena tidak
bertentangan ketentuan syarak secara zahir-nya, khususnya berdasarkan fiqih

Syafi’iyah dan Zahiriyah.*'

E. Kerangka Teoretik

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berbasis rabbani, karena lahir dari
akidah rabbaniyyah. Akidah tauhid yang dengannya Allah telah mengutus para
Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab suci-Nya. Di dalamnya antara lain berisikan
penjabaran akidah dalam bidang ekonomi agar manusia selalu terikat dan mendapat

tuntunan sesuai dengan kehendak Tuhan.*?

Oleh karena itu segala hal yang
dilakukan manusia, termasuk di bidang ekonomi, akan selalu terikat dengan

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Abu Yusuf dalam suratnya kepada

khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan: “anda tidak diciptakan dengan sia-sia dan

! Azizi Abu Bakar, “Pelaksanaan Bay Al-Inah Dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan)
Di Malaysia,” Internatioanal Conference On Corporate Law (ICCL), Surabaya, 2009.

** Muhammad Djakfar. Teologi Ekonomi, Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis
(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 35.
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tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Allah akan menanyakan kepada
anda mengenai segala sesuatu yang anda miliki dan apa yang anda lakukan
terhadapnya.” %

Pada hakikatnya, manusia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi seluas-
luasnya. Hukum Islam tidak menutup perkembangan kehidupan perekonomian
manusia yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Namun,
dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, hendaknya memberikan manfaat,
mencegah kerusakan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta mengikuti
ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Beberapa prinsip
muamalat yang harus dipatuhi diantaranya yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali jika ada
ketentuan yang berbeda dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Ini memberi
kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk melakukan berbagai
aktifitas perekonomian sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup

masyarakat selama aktifitas berekonomi tersebut masih dalam koridor-

koridor syari’ah dalam al-Quran dan al-Hadis.

2 a3l e Jdall Jy i AaLy) oLyl b JaY!

3 Al-Qadi Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim. Kitab Al-Kharaj (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1979),
hal. 4.

** Jalaluddin ‘Abdurrahman Asy-Syuyuti. Al-asbah Wa An-Nazair, Fi Qawaid Wa Fura’
Figh Asy-Syafi’iyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1403 H), hlm. 65.
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2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur
paksaan. Seseorang tidak dibenarkan menghilangkan kepentingan orang lain
tanpa seijin yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam bermuamalat harus
dilakukan atas keinginan kedua belah pihak tidak hanya keinginan sepihak.

3. Muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari
madarat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan kegiatan
ekonomi tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang dapat merusak tatanan
sosial dan norma-norma yang terapat dalam kehidupan masyarakat.

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-
unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan. Ini diartikan sebagai segala bentuk muamalat yang
mengandung unsur-unsur penindasan tidak dibenarkan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, aspek pelarangan riba merupakan salah
satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam selain garar (ketidakjelasan) dan

maysir (untung-untungan/spekulasi).”> Riba merupakan suatu praktik terlarang yang

» Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, ketentuan ini dikenal sebagai prinsip
syari’ah. Ketentuan tersebut berisi ketentuan pokok hukum Islam yang antara lain prinsip keadilan
dan keseimbangan (“adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme ( ‘a/lamiyah) serta
tidak mengandung garar, maysir, riba, zalim dan objek haram. ° Ad/ yaitu menempatkan sesuatu hanya
pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu
sesuai posisinya. Tawazun adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek
privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial,dan keseimbangan aspek
pemanfaatan dan kelestarian. Mas/ahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur
yakni kepatuhan syari’ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (zayyib) dalam semua aspek
secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. ‘A/amiyah adalah sesuatu yang dapat
dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
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selain keharamannya disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, juga disepakati oleh
seluruh ulama.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa keharaman riba terletak pada aspek
moral.*® Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, bahwa pelarangan riba berkaitan
dengan aspek moral berdasarkan praktik riba pada masa pra-Islam. Beliau
mengatakan bahwa dalam banyak kasus, para peminjam (debitur) adalah kalangan
miskin yang tidak punya pilihan kecuali menangguhkan pembayaran hutangnya.”’

Menurut Muhammad As’ad, kekejaman r7ba sebagaimana yang dijelaskan
dalam Al-Qur’an dan Hadis, terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui
pembebanan bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitasi terhadap
pihak yang lebih lemah secara ekonomi oleh kekuatan dan kelicikan. Secara rasional

dapat disimpulkan bahwa transaksi pembiayaan yang masuk kategori riba yang

(rahmatan il ‘alamin). Garar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur
lain dalam syari’ah. Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti
dan bersifat untung-untungan. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bat7/)
antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu
penyerahan (fadl/), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima
fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu
(nasi’ah). Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Objek Haram
adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syari’ah. Peraturan Bank Indonesia Nomor:
10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang
Pelaksanaan Prinsip Syari’ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta
Pelayanan Jasa Bank Syari’ah.

*pendapat tersebut disampaikan oleh golongan modernis seperti Fazlur Rahman,
Muhammad As’ad, Said al-Najjar, dan Abd al-Mun’im Al-Namir yang lebih memperhatikan aspek
moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal sebagaimana yang
dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an
bahwa preaktik riba tersebut menimbukan ketidakadilan. Abdullah Saeed. Menyoal Bank Syari’ah..,
him. 41.

7 Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. /’Jam Al-
Muwaqqi’in ‘An Rabb Al-‘Alamin (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), II: 157.
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dilarang adalah yang tujuan akhirnya mencerminkan tindakan amoral, yang secara
langsung berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi berdasarkan perikatan
antara kreditur dan debitur.

Secara umum, hukum dibagi menjadi dua yaitu hukum yang maknanya bisa
diketahui oleh nalar dan hukum yang maknanya tidak bisa diketahui nalar atau
ta’abbudi. Hukum-hukum yang maknanya bisa diketahui oleh nalar adalah hukum-
hukum yang ‘//at-nya bisa diketahui dengan magasid. Jika suatu ‘//at hukum bisa
diketahui secara pasti, maka dapat diketahui bahwa maksud dari hukum adalah
kemaslahatan itu sendiri.”® Dengan demikian meskipun hukum telah diketahui
makna, maksud dan %/at-nya, tidak semuanya dapat diketahui dan dipahami oleh
nalar. Hukum yang demikian tersebut hanya dapat deserahkan kembali kepada Asy-
Syari’.

Muhammad Tahir Ibn Al-‘Asyur membagi magasid asy-syari’ah menjadi
dua kategori yaitu kategori umum (maqasid at-tasyri’ al-‘ammah) dan kategori
khusus (magqasid at-tasyri’al-khassah). Kategori umum diartikan sebagai ragam dan
hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum (Syar7’) dalam semua atau sebagian

9

besar kondisi penetapan hukum.”’ Termasuk dalam kategori ini adalah

mendatangkan kemaslahatan, menolak kemafsadatan, menegakkan prinsip

% Tbrahim bin Musa Al-Lakhmi al-Garnati al-Maliki Asy-Syatibi. ALMuwatfagat (Riyad:
Dar Ibn. Qayyim, 2006), I1I: 146.

¥ Muhammad Tahir Ibn Al-‘Asyur. Maqasid As-Syari’ah Al-Islamiyyah (Tunis: Dar At-
Tunisiyyah, 1366), hlm. 50.
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persamaan hak antara manusia, sehingga syari’ah menjadi efektif, dipatuhi dan
diamalkan yang akhirnya mewujudkan kondisi umat yang aman dan tenteram.

Sedangkan tujuan hukum yang khusus didefinisikan dengan ragam tata cara
yang dimaksudkan oleh Syari’ untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang
bermanfaat atau memelihara kemaslahatan umum dengan berbagai upaya manusia
yang bersifat khusus.’® Termasuk dalam kategori ini seperti adanya jaminan dalam
akad gadai, tujuan membina rumahtangga dalam akad nikah dan menghindari
mafsadat yang berlarut-larut dalam talak.

Mayoritas ulama membagi magasid menjadi tiga tingkatan yaitu maslahah
daruriyyah, maslahah hajiyyah, dan maslahah tahsiniyyah.

a. Maslahah Daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang menjadi tegaknya
kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan dunia mapun
kehidupan akhirat. Jika mashlahah ini diabaikan maka akan terjadi
kerusakan yang akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan
keselamatnnya di akhirat kelak. Maslahah daruriyyah ini meliputi hal-hal
berikut:

(1) Memelihara agama, yaitu memelihara nilai-nilai keagamaan sebagai
jalan hidup manusia yang menuntun dalam kehidupan di dunia dan

keselamatan di akhirat.

3% Ibid., hlm. 154.
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(2) Memelihara jiwa, yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat
sehingga terhindar dari tindakan yang dapat mengancam kelangsungan
hidup manusia baik dari diri sendiri mauppun orang lain.

(3) Memelihara akal, yaitu pemeliharaan terhadap akal fikiran dari
kerusakan.

(4) Memelihara keturunan, yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar
tetap hidup dan berkembang.

(5) Memelihara harta, yaitu menjaga harta dari hal-hal yang dapat merusak
nilai harta tersebut dengan tindakan-tindakan yang dapat

dipertanggungjawabkan di depan hukum dan masyarakat.

Kelima magqgasid tersebut dianggap sebagai bagian dari asas agama
setelah akidah. Seluruh rangkaian hukum syari’ah yang terdiri dari akidah,
ibadah, muamalah dan akhlaq juga mengandung unsur-unsur lima kaidah umum
di atas. Setiap perintah agama, pada hakikatnya adalah mengamalkan perintah
Allah yang memiliki tujuan akhir untuk mengokohkan asas-asas agama. Setiap
amalan yang memiliki landasan kaidah umum secara menyeluruh adalah

maslahat, sedangkan perbutan-perbuatan yang bertentangan adalah mafsadat.’’

b. Maslahah Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang harus ada untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia. Ini adalah segala sesuatu yang oleh hukum

syarak dikatakan sebagai jalan menuju tercapainya kebutuhan daruriyyah.

3! Asy-Syatibi. Al-Muwafagat..., hal. 47
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Maslahat ini termasuk menghilangkan kesulitan, kesusahan dan kehati-
hatian dalam memenuhi kebutuhan daruriyyah.

Cc. Maslahah Tahsiniyyah, yaitu tingkat kemaslahatan yang apabila tidak
dipenuhi maka tidak akan menimbulkan ancaman yang berarti bagi

kelangsungan hidup manusia.

Menurut Asy-Syatibi, kelemahan untuk menjawab tantangan perubahahn
sosial terletak pada metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Menurut
beliau, magqgasid asy-syari’ah mempunyai dasar paradigma yang kuat yaitu 7’tibar al-
mal. Paradigma ini oleh menjadi ruh dan semangat dalam mempertimbangkan
kemaslahatan dan menolak kerusakan. /’tibar al-mal merupakan suatu cara pandang
yang tidak terjebak dari aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke
depan serta menekankan pada pentingnya mengawasi dan mewaspadai dari implikasi
suatu perbuatan, dengan ungkapan lain status hukum suatu perkara sangat

tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.”

2 Asy-Syatibi. Al-Muwafagat.., 1V: 110. Lihat juga Muhammad Khalid Mas’ud. Filsafat
Hukum Islam dan perubahan Sosial. Alih bahasa: Yudian W. Asmin dari /slamic Legal Philosofy: A
Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life And Thought (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995). Hal. 240
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F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah /ibrary research™ yaitu dengan mengkaji
data-data kepustakaan yang berkaitan dengan bai’ al- inah dalam hukum Islam
serta data-data yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI1/2002
Tentang Pengalihan Utang. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti
dari segi hukum Islam dengan pendekatan magasid asy-syari’ah.>
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan akad bai’
al- ‘inah yang terdapat dalam mekanisme pengalihan utang pada Fatwa DSN No.
31/DSN-MUI/VI/2002  Tentang  Pengalihan  Utang, dan kemudian
menganalisanya dengan teori magasid asy-syari’ah.
3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyusun
merujuk pada sumber data primer yaitu Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002
tentang Pengalihan Utang, data-data pendukung seperti data perbankan yang
berkaitan dengan pengalihan utang, serta buku-buku yang membahas tentang

bai’ al-‘inah beserta hukumnya.

¥ Noeng Muhadjir. Metodologi Penelitian ~Kualitatif, ~Pendekatan Positivistik,

Phenomenologik Dan Relisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, Edisi 3
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 157-159.

3 Zaibuddin Ali. Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 107.
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4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif filosofis,” yaitu mengkaji objek kajian berupa bai” al- Tnah dan Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan
Utang, dengan mengacu pada teori maqasid asy-syari’ah.
5. Metode Analisis Data

Pendekatan induktif yang pada umumnya disebut sebagai generalisasi,
yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data tentang keadaan-
keadaan yang umum dan tema-tema yang dominan tentang akad bai’ al- inah
dalam mekanisme pengalihan utang pada Fatwa DSN No. 31/DSN-
MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, kemudian ditarik suatu kesimpulan

umum tentang akad bai’ al-nah tersebut.*®

3 Pendekatan filosofis dalam studi hukum Islam merupakan pendekatan yang didasarkan
pada magqasid asy-syari’ah (tujuan hukum) yaitu menjamin kemaslahatan manusia dengan menjamin
hal-hal yang bersifat primer (kebutuhan pokok), sekunder (kebutuhan tambahan), dan tersier (estetik).
Pendekatan filosofis ini dalam studi hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Hadis sebagai dalil
naqli, karena kandungannya merupakan petunjuk untuk memahami hukum Allah (syari’ah) itu
sendiri. [jma’, qaul sahabat, dan syar’ man qablana sebagai dalil empiris, karena merupakan dalil yang
berasal dari entitas kehidupan manusia. Qiyas, istihisan, al-maslahah al-mursalah, istishab, dan sadd
az-zari’ah sebagai dalil ‘agli atau metodologis, karena merupakan dalil yang berpangkal pada daya
pikir dan cara berpikir. Cik Hasan Bisri. Model Penelitian Figih, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media,
2003), hal. 49, 77-78

%% Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif, Fdisi Revisi (Bandung: PT.
Remaja Rosda Karya, 2007). Hlm. 296-299.
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G. Sistematika Pembahasan

BAB 1, berisi tentang berbagai hal yang mendasari terjadinya penelitian
berupa latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, merode penelitian, dan sitematika
pembahasan dalam penelitian. Unsur ini diletakkan pada bab pertama guna
memberikan gambaran secara umum tentang berbagai hal yang terjadi atau untuk
mengetahui dengan detail signifikansi penelitian. Bab ini secara umum menjelaskan
permaslahan yang berkaitan dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang
Pengalihan Utang dan metodologi yang digunakan dalam meneliti permaslahan
tersebut.

BAB II, merupakan bab yang berisi gambaran tentang bai’ al- ‘inah beserta
ketentuannya dalam hukum Islam. Teori tujuan akad dan teori Aiyal digunakan
dalam kaitannya dengan dasar beberapa ulama melarang bai’ al- ‘inah dikarenakan
bai’ al-“inah terindikasi sebagai bentuk /Ailah ribawiyah.

BAB III, yaitu bab yang menjelaskan berbagai hal tentang Dewan Syari’ah
Nasional beserta kedudukan hukumnya dalam tata hukum nasional, Fatwa DSN No.
31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, metode penetapan fatwa, serta
gambaran praktik pelaksanaan fatwa tersebut di perbankan syari’ah. Data-data
tersebut kemudian dianalisa dengan teori magqasid asy-syari’ah dalam hukum Islam.

BAB 1V, merupakan analisis terhadap bai’ al- ‘inah dalam Fatwa DSN No.

31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Analisis ini berupaya
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mengidentifikasi akad bai’ al-‘inah pada fatwa tersebut, metode yang digunakan
oleh DSN dalam mengeluarkan fatwa, serta pandangan ulama berkaitan dengan bar’
al-‘inah.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yaitu sari pati dari
analisis yang berisi jawaban terhadap pokok masalah dan saran-saran yang
merupakan sumbangan pemikiran yang mungkin bisa digunakan dalam pembentukan
sautu konsep baru yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Bab ini
menyimpulkan kaitan antara bai’ al-‘inah dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-
MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang, dasar penetapan fatwa tersebut, serta

landasan hukum ditetapkannya fatwa tersebut.



BABV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Bahwa terdapat akad bai’ al-‘inah dalam mekanisme alternatif yang
terdapat dalam Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002
Tentang Pengalihan Utang, yaitu pada Alternatif I, II, dan IV. Pada
Alternatif I, bai’ al-‘inah terjadi setelah dilakukan akad gard yaitu nasabah
menjual aset yang telah dimilikinya secara sempurna kepada LKS dengan
harga senilai akad gard, kemudian nasabah membeli kembali aset tersebut
dengan harga yang lebih tinggi dari harga penjualannya kepada LKS. Pada
Alternatif II, bai’ al-‘inah terjadi dengan LKS membeli kepemilikan aset
yang dikuasai oleh nasabah, kemudian aset tersebut dijual kembali kepada
nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada Alternatif IV bai’ al-‘inah
terjadi setelah dilakukan akad gard, yaitu nasabah menjual aset kepada LKS
kemudian dilakukan akad pemindahan kepemilikan dengan akad ijarah al-
muntahiyah bi at-tamlik. Pada alternatif 111, tidak terjadi akad bai’ al- ‘inah
dimana pelunasan utang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional
dilakukan oleh LKS dengan menetapan ujrah atas jasa pelunasan tersebut
kepada nasabah. Motif melakukan pengalihan utang tersebut adalah untuk
mengalihkan pembiayaan yang sebelumnya dilakukan dengan sitem utang

berbunga menjadi pembiayaan berbasis syari’ah.

204
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Bahwa metode yang digunkan oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam
mengeluarkan fatwa tentang pengalihan utang adalah metode tarjihi yaitu
dilakukan dengan mengambil pendapat terkuat dari para ulama terdahulu,
kemudian menentukan dari pendapat-pendapat tersebut mana yang paling
kuat dan yang paling relevan dengan keadaan sekarang. DSN-MUI
mengikuti semangat maudu’iyyah (objektivisme) sebagaimana yang diikuti
oleh mazhab Syafi’i dan Hanafi. Ini terlihat dari ketentuan akad-akad yang
dikunakan pada mekanisme pengalihan utang, bahwa akad-akad tersebut
mengikuti pada fatwa-fatwa yang telah berlaku pada masing-masing akad.
Jika pada setiap akad yang terdapat pada mekanisme pengalihan utang
tersebut tidak bertentangan dengan fatwa yang telah berlaku, maka
pelaksanaan akad tersebut telah dianggap sah. Motif tidak sah yang terjadi
dianggap tidak berpengaruh terhadap perjanjian. Sebagaimana pendapat
Imam Asy-Syafi’i, bahwa motif tercela yang terdapat dalam suatu
perjanjian tidak dapat membatalkan suatu akad.

Bahwa berkaitan dengan penerapan bai’ al-‘inah dalam pengalihan utang
sebagaimana yang terdapat dalam Dewan Syari’ah Nasional Nomor:
31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang telah terjadi perbedaan
pendapat di kalangan ulama mazhab. Mazhab Hanbali dan Maliki
menganggap bahawa bai’ al-‘inah tersebut tidak sah karena motif

melakukan praktik riba dengan dalih melakukan jual beli. Sebagian Mazhab
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Hanafi melarang praktik bai’ al- ‘inah dengan dasar terdapat dalil riwayat
Sahabat yang melarang sistem jual beli tersebut. Mazhab Syafi’i dan
sebagian ulama Hanafiyah tidak melarang praktik bai’ al-‘inah namun
menghukuminya dengan makruh tahrim. Penggunaan akad bai’ al-’inah
pada pengalihan utang tersebut merupakan #Ai/lah yang dilakukan untuk
tujuan yang halal dengan cara yang makruh. Keharaman bai’ al-‘inah
dengan sadd az-zari’ah oleh sebagian ulama tidak berlaku jika melihat
kemaslahatan yang lebih besar yang terdapat pada Fatwa DSN No.
31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang. Kemaslahatan berupa
menghentikan praktik riba pada Lembaga Keuangan Konvensional dapat
dilakukan dengan menentukan hukum dengan metode fath az-Zari’ah

sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN tentang pengalihan utang.

B. Saran

1.

Hendaknya DSN-MUI dalam menentukan fatwa selain mempertimbangkan
aspek hukum juga mengedepankan aspek sosial masyarakat sehingga pada
fatwa yang dikeluarkan tidak dianggap sebagai praktik Aiyalyang dilakukan
oleh perbankan syari’ah dalam meraih keuntungan. Praktik Aiyal di sini
adalah dengan melakukan akad-akad yang dianggap sah secara hukum
namun menyerupai praktik riba sebagaimana yang diterapkan oleh

perbankan konvensional.
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Jika MUI berani mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank,
seyogyanya pengalihan utang sebagaimana dalam Fatwa DSN No. 31/DSN-
MUI/VI1/2002, tidak hanya direspon sebagai kebutuhan masyarakat, namun
bisa dalam bentuk ketetapan yang dapat menggunakan metode fath az-
Zari’ah berupa anjuran (istihab) atau bahkan pewajiban (7jab) kepada umat
islam di Indonesia untuk mengalihkan utang dari lembaga keuangan
konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Mekanisme pengalihan utang sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN
di atas, terlihat rumit dan banyak prosedur akad yang harus dilakukan.
Mungkin dalam hal ini dapat dikembangkan akad wakalah atau akad lain
yang dapat digunakan sebagai sarana LKS dan LKK melakukan pengalihan
take over, sehingga pengalihan utang menjadi lebih sederhana dan tidak
terlalu rumit. Wakalah tesebut dilakukan oleh nasabah kepada LKS untuk

melunasi outstanding kredit pada LKK.
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FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002

Tentang
PENGALIHAN UTANG

ST

Dewan Syari’ah Nasional, setelah

Menimbang . a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyara-
kat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah yang telah
berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari’'ah;

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya
melalui akad pengalihan utang oleh LKS;

c. bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan
Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:1:
L5y v T o G
“Hai orang yang beriman! Penuhilah agad-aqgad itu...”.
2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra’ [17]: 34:
SRR VA IRV IR A

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya.”

3. Firman Allah SWT, QS. al-Bagarah [2]: 275:
Gy G o e N F LR
...ng“ (Jo-) C‘:‘J‘ A\ J:-U...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng-
aramkan riba...”.

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al-
Ma’idah [5]: 2:

C.N\ e s Yy el JJ\ PP T
PG s dl o) Gl a0l
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“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Firman Allah SWT QS al- Baqarah [2]: 275:
L L;.U\ @w s y\ Saei ¥ N 0usT g

JoFy o e i G RE i e S D)

L;iljd’@juaj;;ﬁwﬁ o;uud‘b)\g;;”)’cjﬂ\ Al
G o, Ds mm L;“/jmuu;\;j;@@u
OJ.U/LS-

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf
al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

ot W e Ll Yy el o2 e

J>

9% o b yg/ﬁb)ﬁ&u;{m\;uf

G~

fe

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan
yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

Y 5
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri
maupun orang lain.”

Dewan Syariah Nasional MUI



31 Pengalihan Utang 3

8. Kaidah Figh:

Gt = o 13 005 O 3) Gy oSGt s o4
“Pad/a/dasarnya,/semua ber;tuk r;1ur;1malah boléh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

“Kesulitan dapat menarik kemudahan./” ]

Sy A 6 as Bl
“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
§ ol s Ll L

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama
tidak bertentangan dengan syari'at.”

Memperhatikan Y Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional
pada hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan . FATWA TENTANG PENGALIHAN UTANG

Pertama . Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari
bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga
keuangan syariah;

b. Al-Qardh adalahakad pinjaman dari LKS kepada nasabah
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan
pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu
dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai
kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional
(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan
utangnya ke LKS.

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari
LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Kedua . Ketentuan Akad
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:
Alternatif | 1. LKS memberikangardh kepada nasabah. Dengapardh

tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi

milik nasabah secara penghli(cUl).

2. Nasabah menjual aset dimaksud anbkeepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melumgsdh-nya

Dewan Syariah Nasional MUI
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Alternatif I 1.

Alternatif 111 1.

Alternatif IV 1.

kepada LKS.

LKS menjual secarmurabahah aset yang telah menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Utang sebagaimana dimakatetnatif | ini.

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;
sehingga dengan demikian, terjadighrkah al-milkantara
LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.

Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud
angkal adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa
cicilan) nasabah kepada LKK.

LKS menjual secarmurabahah bagian asset yang menjadi
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran
secara cicilan.

Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan
Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalibennatif

[l ini.

Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh
(W clli) atas aset, nasabah dapat melakukan §kaah

dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor
09/DSN-MUI/IV/2002.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi
kewajiban nasabah dengan menggunakan pris{pardh
sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Akadljarah sebagaimana dimaksudkan angk&dak boleh
dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian
talangan sebagaimana dimaksudkan agka

Besar imbalan jasa ljarah sebagaimana dimaksudkan angka
1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang
diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan
angka2.

LKS memberikangardh kepada nasabah. Dengaardh
tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi

milik nasabah secara penyhli(<ll).

Nasabah menjual aset dimaksud anpdepada LKS, dan
dengan hasil penjualan itu nasabah melumgsidh-nya
kepada LKS.

LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya
tersebut kepada nasabah, dengan aladjarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ketiga

O%H.M.A. Sahal Mahfudh

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/11/2002 tentang al-
ljarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam
pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana
dimaksud dalanalternatif IV ini.

Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
jilka di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :_ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

=

-

" Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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TERJEMAHAN
BAHASA ASING (ARAB)

No.

Foot
Note

Terjemah

BABI

14

24

Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah hingga ada
dalil yang melarangnya.

BABII

35

21

Dari Abu Ishaq As-Sabi’i dari istrinya, bahwa istrinya dan
istri Zaid bin Arqam mendatangi rumah ‘Aisyah,
kemudian istri Zaid bin Arqam berkata kepada ‘Aisyah:
“aku menjual budak dari Zaid dengan hrga 800 dirham
secara kredit dan aku membelinya kembali dengan 600
ditham secara tunai,” kemudian ‘Aisyah RA. berkata
berkata: “sampaikan kepada Zaid, “sia-sia jihadmu
bersama Rasulullah SAW. Kecuali engkau bertaubat,
alangkah buruk apa yang engkau jual dan yang engkau
beli.”
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Telah mengabarkan kepada kami Hazim al-Hafiz Abu Al-
Fadl Bin Khumair dan dengannya dikutip oleh Ahmad bin
Najdah, dikutip oleh Sa’id bin Mansur, dikutip oleh Abu
Al-Ahus dari Abu Ishaq dari ‘Aliyah, berkata: “saya
mendatangi ‘Aisyah dalam suatu perkumpulan kemudian
Ummu Mahabbah mendatangi beliau, ia berkata: wahai
Ummu al-mu’minin, apakah engkau mengetahui Zaid bin
Argam? Beliau berkata: ya. Ia berkata: sesungguhnya saya
telah menjual budak dengan 800 dirham secara kredit,
kemudian ia ingin menjualnya dengan harga 600 dirham
secara tunai, kemudian saya menerimanya. Maka beliau
memarahiku dengan berkata: alangkah buruk apa yang
engkau jual dan apa yang ia beli. sampaikan kepada Zaid,
sia-sia jihadnya kecuali ia bertaubat. Saya bertanya kepada
beliau: tidak kah anda melihat bahwa saya hanya
mengambil pokok dari harta saya? Beliau berkata: barang
siapa telah mendapat peringatan dari Tuhannya maka
habislah maka baginya apa yang ia pinjamkan dan
mengembalikan semuanya kepada Allah.”
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Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah,
Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak
tertarik hatinya kepada Yusuf

28

39

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah
dan Al-Haris bin Miskin dengan membacakan riwayat, dan
saya mendengar, lafaznya adalah lafaz Al-Haris, dari Ibnu




Al-Qasim, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik
dari Abdul Majid bin Suhail dari Sa'id bin Al Musayyab
dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah SAW menggunakan tenaga orang untuk
menggarap lahan Khaibar, kemudian orang tersebut datang
membawa kurma Janib. Kemudian Rasulullah SAW
bersabda: "Apakah seluruh kurma Khaibar seperti ini?"
orang tersebut berkata; tidak, demi Allah wahai
Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil satu sha’
dengan dua sha’ mengambil dua sha' dengan tiga sha'
Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Jangan kalian
lakukan, juallah kurma Jam' dengan uang dirham kemudian
belilah dengan dirham tersebut kurma Janib."
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33

Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil
keuntungan

41

34

Akan datang kepada manusia menghalalkan riba dengan
cara jual-beli

45

42

Persyaratan yang terjadi antara manusia adalah apa yang
mereka sepakati sebagai syarat, seperti misalnya jual beli
adalah apa yang mereka sepakati sebagai proses jual-beli.
Akad persewaan adalah apa yang mereka sepakati sebagai
perjanjian sewa-menyewa. Begitu juga dengan pernikahan
adalah apa yang mereka sepakati sebagai akad nikah.
Sesungguhnya Allah swt. Bersabda dalam Al-Qur’an
istilah jual beli, nikah dan lainnya, bukan bertujuan untuk
membuat batasan baik dalam syara’ maupun dalam figih.
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51

Jual beli seperti ini dalam hati saya bagaikan gunung
keburukan yang dipilih oleh pemakan riba.
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84

Dalil-dalil dan kaidah syariah secara keseluruhan
mendukung bahwa motif dalam akad diperhitungkan, dan
menentukan sah atau fasid-nya serta halal dan haramnya
akad. Bahhkan lebih dari itu, motif menentukan halal dan
haramnya tindakan yang bukan akad, sehingga suatu
ketika menjadi halal dan suatu ketika menjadi haram
sesuai dengan perbedaan niat dan motifnya.
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68

88

Dan hiyal adalah bermaksud menggugurkan kewajiban dan
menghalalkan yang haram, dengan perbutan yang tidak
dimaksudkan untuk mencapai tujuannya dan tidak
disyariatkan, dan ia hendak merubah ketentuan hukum
syara; dengan tidak bermaksud melakukannya.
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69

90

Sesungguhnya dalam pengertian yang paling banyak
digunakan adalah mendahulukan perbuatan nyata yang
diperbolehkan dengan bermaksud membatalkan ketentuan
hukum dengan menampakkan perbutan yang nyata.
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80

101

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka




pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar
sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang
yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia
amat taat (kepada Tuhan-nya).
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84

108

Sesungguhnya hakikat dalam akad adalah tujuan dan
maknanya, bukan pada ucapan dan bentuknya.
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84

109

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.
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110

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi
Syaibah dan Amru An Naqid sedangkan lafaznya dari
Amru keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata;
Suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi Sallallahu 'Alaihi
Wasallam, dia berkata; Saya adalah istri Rifa'ah, kemudian
dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya
menikah dengan Abdurrahman bin Az Zubair, tapi
kemaluannya seperti ujung kain (impotensi)." Rasulullah
Sallallahu 'Alaihi Wasallam tersenyum mendengarnya,
lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali
kepada Rifa'ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu
merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu
bersenggama dengannya)." 'Aisyah berkata; Waktu itu
Abu Bakar berada di samping Rasulullah, sedangkan
Khalid berada di pintu sedang menunggu untuk diizinkan,
maka dia berseru; "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak
mendengar perempuan ini berkata dengan keras di sisi
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam?"
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115

Hiyal seluruhnya adalah haram dalam agama, dan ini
adalah menampakkan perbutan yang boleh dengan
keinginan yang haram dan tercela, menghantarkan pada
perbutan yang diharamkan Allah, menmbolehkan apada
yang dilarang-Nya, menggugurkan kewajiban, dan
menghilangkan hak.
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87

117

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman
kepada Allah dan hari kemudian," pada hal mereka itu
Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang
beriman, Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri




sedang mereka tidak sadar.

19

88

120

Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin
Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-
pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka
sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari,
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&9

122

Dan Sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang
melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami
berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".

21
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124

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Yahya
bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari ‘Alqamah bin
Waqqas mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab
Radiallahu 'Anhu berpidato, dia mengatakan, aku
mendengar Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Hai manusia, bahwasanya amal itu tergantung niatnya,
dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan,
barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya,, maka
hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasul-Nya,
barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin
diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka
hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan."

22

90
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Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah
menceritakan kepada kami Husain bin Numair, telah
menceritakan kepada kami Sufyan bin Husain, dan telah
diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan
kepada kami Ali bin Muslim, telah menceritakan kepada
kami 'Abbad bin Al 'Awwam, telah mengabarkan kepada
kami Sufyan bin Husain secara makna, dari Az Zuhri, dari
Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi
Sallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa
yang memasukkan kuda diantara dua kuda sementara tidak
diyakini kuda tersebut akan menang, maka hal tersebut
bukanlah judi, dan barangsiapa yang memasukkan kuda
diantara dua kuda dan telah diyakini kuda tersebut akan
menang maka hal tersebut adalah judi." Telah
menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah
menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim, dari
Sa'id bin Basyir, dari Az Zuhri, dengan sanad 'Abbad dan
maknanya. Abu Daud berkata; hadis tersebut telah
diriwayatkan oleh Mua'mmar serta Syu'aib, dan 'Uqail dari
Az Zuhri, dari beberapa ahli ilmu. Dan ini lebih sahih
menurut kami.
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130

telah mengabarkan hal itu kepada kami Qutaibah bin Sa'id;
Telah menceritakan kepada kami Al Lais bin Sa'd dari
Ibnu 'Ajlan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari




kakeknya bahwa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam
bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih)
selama mereka belum berpisah kecuali yang telah
menentukan khiyarnya (pilihannya) maka salah satunya
tidak boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan
ia akan membatalkannya." Abu Isa berkata; Hadis ini
adalah hadis Ahasan. Makna hadis ini adalah ia akan
meninggalkannya setelah transaksi jual beli terlaksana,
karena dikhawatirkan ia akan membatalkannya, walaupun
perpisahannya menggunakan ucapan dan (dalam hal ini)
tidak terjadi khiyar setelah jual beli. Tidak adanya (khiyar)
berdasar pada hadis ini secara makna di mana beliau
Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Salah satunya tidak
boleh meninggalkan yang lain karena dikhawatirkan ia
akan membatalkannya."
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Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al
Mabhri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah
mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur
lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far
bin Musafir At Tinnisi telah menceritakan kepada kami
Abdullah bin Yahya Al Burullussi telah menceritakan
kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu
Abdurrahman dan  Sulaiman berkata dari Abu
Abdurrahman Al Khurasani bahwa 'Ata Al Khurasani
menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan
kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Jika
kalian berjual beli secara cara finah, mengikuti ekor sapi,
rida dengan bercocok tanam dan meninggalkan jihad, maka
Allah akan menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak
akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali
kepada agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah
riwayat Ja'far, dan hadis ini adalah lafaznya."
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132

Apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin ‘Amru bin
Abi Salamah dari Abu Hurairah RA. Berkata
sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: janganlan
kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang
Yahudi mereka menghalalkan yang diharamkan Allah
dengan cara hiyal.
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134

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah
menceritakan kepada kami Lai$ dari Yazid bin Abu Habib
dari 'Ata bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa
dia mendengar Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam
bersabda ketika penaklukan kota Makah: "Sesungguhnya
Allah dan Rasul-Nya telah melarang jual beli khamr,




bangkai, daging babi serta jual beli berhala. "Ada
seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana
pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat
dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan
untuk melumasi perahu, untuk meminyaki kulit dan
menyalakan lampu?" Lalu beliau bersabda: "Tidak boleh,
hal itu tetaplah haram." Kemudian Rasulullah Sallallahu
'Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya: "Semoga Allah
melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah 'Azza Wajalla
mengharamkan lemak bangkai, ternyata mereka tetap
mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil
penjualannya mereka makan." Telah menceritakan kepada
kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu
Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abi
Habib dari 'Ata dari Jabir dia berkata, "Saya mendengar
Rasulullah  Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada hari
penaklukan kota Makah...." (dalam jalur lain disebutkan)
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin MuSanna
telah menceritakan kepada kami Ad-Dahak -yaitu Abu
'Asim- dari Abdul Hamid telah menceritakan kepadaku
Yazid bin Abu Habib dia berkata, " 'Ata pernah menulis
sesuatu kepadaku bahwa dia pernah mendengar Jabir bin
Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW pada
waktu penaklukan kota Makah ...", seperti hadisnya Lais."
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Mu’awiyah meriwayatkan dari Jabir bin Haris dari Malik
Bin Abi Maryam, berkata: telah mendatangi kami
Abdurrahman bin Ganam dan berbicara dengan kami
tentang talak. Berkata: telah berbicara kepada kami Malik
al-‘Asy’ari, berkata: saya telah mendengar Rasulullah
SAW. Bersabda: sungguh beberapa dari umatku telah
minum khamr dan menamakannya dengan selain itu,
mereka menyombongkan diri dan bernyanyi, maka Allah
menenggelamkan mereka di bumi dan menjadikan
sebagiannya kera dan babi.
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Telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid
Ad-Dimasyqi  telah  menceritakan  kepada  kami
Abdussalam bin Abdul Quddus telah menceritakan kepada
kami Saur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan dari Abu
Umamah Al-Bahili dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda: "Malam dan siang tidak akan berlalu
(menghilang) sehingga sekelompok dari umatku akan
meminum khamr, mereka memberi nama dengan nama
selainnya,”
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: saya telah




mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: jika manusia
mengira seolah-olah memiliki dinar dan dinar dan
melaklukan jual beli ‘inah, dan mengikuti ekor sapi, dan
meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah
menurunkan mereka siksaan maka tidak akan diangkat
derajadnya hingga ia mengembalikan utangnya.
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141

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al-
Mahri telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah
mengabarkan kepadaku Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur
lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ja'far
bin Musafir At-Tinnisi telah menceritakan kepada kami
Abdullah bin Yahya Al-Burullussi telah menceritakan
kepada kami Haiwah bin Syuraih dari Ishaq bin Abu
Abdurrahman dan  Sulaiman berkata dari Abu
Abdurrahman Al-Khurasani bahwa 'Ata Al-Khurasani
menceritakan kepadanya bahwa Nafi' telah menceritakan
kepadanya dari Ibnu Umar ia berkata, "Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian berjual beli secara
cara 7nah, mengikuti ekor sapi, rida dengan bercocok
tanam dan meninggalkan jihad, maka Allah akan
menguasakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan
mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada
agama kalian." Abu Daud berkata, "Ini adalah riwayat
Ja'far, dan hadis ini adalah lafaznya."
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Telah bercerita Ya’qub, telah bercerita Ibrahim bin Sa’d
dari bapaknya dari Al-Qasim bin Muhammad dari ‘Aisyah
RA. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang
mengatakan selain dari kami, maka itu ditolak.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja’far Al-Mahrami danh
Abdul Wahid bin Abi ‘Aun dari Sa’d bin Ibrahim.
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144

Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad
bin Sabah dan Abdullah bin 'Aun Al-Hilali semuanya dari
Ibrahim bin Sa'd. Ibnu Sabah berkata; telah menceritakan
kepada kami Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin
Abdurrahman bin Auf telah menceritakan kepada kami
ayahku dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah dia
berkata, "Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:
"Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam
urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan,
maka hal itu tertolak."
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Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka
mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan
karena mereka membenci keridaan-Nya, sebab itu Allah
menghapus (pahala) amal-amal mereka.
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Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa




riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
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Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita
ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan
tidak mengetahui jalan (untuk hijrah),
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Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar
berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin
Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku Utbah bin
Humaid Ad-Dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq Al-Hunai ia
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik; "Seorang
lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya,
lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?"
Anas berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah
seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian
dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke
atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan
menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara
keduanya sebelum itu."
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Tidaklah mungkin menegakkan dalil-dalil syariah dengan
membatalkan seluruh /filah sebagaimana tidak mungkin
menegakkan dalil dengan membenarkan hilah. Dan yang
dibatalkan adalah yang berlawanan dengan tujuan syariah
khususnya. Inilah yang menjadi kesepakatan seluruh umat
Islam, dan perdebatan yang terjadi berkaitan dengan
permasalahan yang bertentangan.

Bab IV
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Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud dari
Khalid dari Husain Al-Mu'allim dari 'Amru bin Syu'aib
dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW
melarang dari jual beli dengan syarat diberi hutang, dua
syarat dalam jual beli dan keuntungan sesuatu yang belum
ditanggung.
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Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, ia
berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah, ia
berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub, ia
berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amru bin
Syu'aib, ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku
dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru,
ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal jual
beli dengan syarat diberi hutang, dua syarat dalam jual beli
dan keuntungan sesuatu yang belum ditanggung."
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Rasulullah SAW telah melarangku mengenai empat jenis
jual beli: jual beliu dengan hutang, dua syarat dalam jual




beli, jual beli yang belum dimiliki dan keuntungan sesuatu
yang belum ditanggung."
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Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...
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...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti
diminta pertanggungan jawabnya.
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174

Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada  Allah. Orang yang
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah
penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
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...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.
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33

Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.
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34

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-
Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al
'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Kasir bin
Abdullah bin Amru bin 'Auf Al-Muzani dari ayahnya dari
kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perdamaian
diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh
menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa
berkata; Hadis ini hasan sahih.

47

176

35

Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri
maupun orang lain.

48

177

36

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid
An-Numairi Abu Al-Mugallis berkata, telah menceritakan
kepada kami Fudail bin Sulaiman berkata, telah




menceritakan kepada kami Musa bin Ugbah berkata, telah
menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al-Walid
dari Ubadah bin As-Samit berkata, "Rasulullah SAW
memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madarat dan hal
yang menimbulkan madarat."

49

177

37

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya
berkata, telah menceritakan kepada kami Abd Ar-Razzaq
berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari
Jabir Al-Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh berbuat madarat
dan hal yang menimbulkan madarat."

50

177

38

Telah menceritakan kepada kami Abd Ar-Razzaq telah
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah
dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda:
"Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh
membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh
menyandarkan kayunya pada dinding tentangganya. Dan
jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta."

51

177

39

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

52

178

40

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

53

178

41

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

54

179

42

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’

55

192

63

Hakikat dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan
pada ucapan dan bentuknya.

56

193

65

Membawa manusia ke dalam prasangka adalah tidak
dibolehkan.

57

198

69

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

58

199

71

Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadah,
maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya
dengan melakukan yang lebih ringan.

59

199

72

Sesuatu yang tidak lengkap suatu kewajiban tanpanya
maka hukumnya juga wajib.

60

200

73

Perkara yang disepakati lebih utama dari perkara yang
masih diperdebatkan.

61

200

74

Jika telah tetap suatu keayakinan maka tidak dapat
dirubah kecuali dengan keyakinan.

62

200

75

Apa yang telah diharamkan dengan sadd az-Zariah maka
dibolehkan dengan kemaslahatan yang lebih kuat.
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